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TENTAT{G

IMPLEMEITTASI SISTEIUT E,:PRACUREilIDIfr D]] LINGKUNGAI{
I(ABUII'ATEI{ I(ATINGAN

DENGAN RATIMILT TUHAIT YANG MAIIilA ESA

BUT'ATI I(ATINGAN

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sisterm pelelangan secara

Online dalam rangka meningkatkarn efisiensi, efektivitas,
transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalant
pelaksanaan []engadaan Barang /Jasa Pemerintah perlu
dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai;

Mengingat :

b. bahwa dalam rangka menjamin kerlancaran pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa (pelelanger.n) secara online dan
menjaga kelangsungarl sistem pelelangan secara online
dilingkungan Pemerintahan Xlabupaten Katingan
dipandang perlu untuk membentuk dan mengangkat Tim
Unit Layana.lr Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Kabupaten Ka.tingan pada Kegiatan Peningkatan Sistem
Pelelangan secara Online;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sr::bagaimana diinaksud
pada huruf ar dan b diatas, perllu ditetapkan dengan
Peraturan Buprrati Katingan.

1. Undang-Undar:rg Nomor 5 Trr,rhun 2OO2 tentang
Pembentukan'Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sr.r,.kamara, Kabupaten ll-,amandau, Kabupaten
Gunung Mas,, Kabupaten Ptrlang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Bzu:ito Timur di Provinsi
Kalimantan Te,.ngah (Lembaran Negerra Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indorrresia Nomor 4180);

2. Undang-Undar:Lg Nomor 32 Ta-hun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran . Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 N<-lmor 125, Tambahan Lembaran
Negara Repurblik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapi:t kali diubah, teral<hir dengan Undang-
Undang Nomo:r' 12 tahun 2008 tentiang Perubahan Kedua



Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran2 Negara Repubfin<

Indonesia Tahiun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Repubhik Indonesia Nomor 41i:\441;

3. Undang-Undang Nomor 33 ?ahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Rrsat dan

PemerintaharLr Daerah (LembarerLn Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26,, Tarnbahan Lembaran
Negara Nomo:r'aa38);

4. Undang-Underng Nomor 11 Tahun i1008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (LembeLran Negara Republik
Indonesia Tallaun 2OO8 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Reputrlik Indonesia Nomor'{l'843);

5. Undang-Undarng Nomor 12 Tarhun 2OLl Tentang

Pembentukan Peraturan Perundanll-Undangan (Lembaga

Negara Repurblik Indonesia Tahr:m 2011 Nomor 82,
Tambahan k:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
523fl;

6. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nlomor 14O, Tambahan
Lembaran NeSlara Republik Indones:ia Nomor a5781;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38

Tahun 2OOtl Tentang Perubatrran Atas Peraturan
Pemerintah Nlomor 6 Tahun 2}O6'Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan: Antara Pemerintah,
Pemerintahan. Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indc,nesia Nomor a7371;

9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2OO7 tentang
Lembaga Kebirj akan Pengadaan Banr.ng/ Jasa Pemerintah ;

LO.Peraturan Presiden Nomor 54 'fahun 2010 tentang
Pengadaan Barrang/ Jasa Pemerintatrr;

ll.Peraturan D,aerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);



l2.Peraturan Menteri Dalam Negeri l\lomor 53 Tahun ?OLL

tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah.

M]DMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN I3UPATI TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM

E-PROCI]REMI}.NT KABUPATEN KAT]:NGAN

BAB I
KSI^ENTUAI{ UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimr:rksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalalh penyelenggaraan urusan Pemerintah oletr

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asa,s otonomi dan tugas

pembantuan dengan prin:sip otonomi seluas-luasnya dan sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dursar Negara Republik l.ndonesia Tahun L945;

2. Pemerintah Daerah adalatr Bupati dan Peramgkat Daerah sebagai

penyelenggara Pemerintahr Daerah;

Bupati adalah Bupati Katingan;

e-hocurement adalah pros,ies pengadaan barangljasa Pemerintah yang

pelaksanaannya dilakuli:an secara elektronik yang berbasis

web/ intemet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi

dan informasi yang melipruti pelelangan umum secara elektronik yang

diselenggarakan oleh Lay'anan Pengadaan Sec,a.ra Elektronik (LPSE)

melalui http : / / lp se. kating ctnkab. g o.id.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjtrtnya disingkat LPSE

adalah unit pelaksanaan teknis yang melayarni proses pengadaan

barang/jasa dalam pelaksanaan sistem dan domain e-Proanrement.

LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada dibawah

tanggung jawab Lembilga Kebijakan Pen,gadaan Barang/Jasa

Pemerintah yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan

mengembangkan sistem e,.-Proatrement.

7. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintahan Kabupaten Katingan.

8. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya

disingkat LKPP adalah lernbaga pemerintahan ]rang mempunyai tugas

3.

4.

5.

6.



untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan

barang/j asa pemerintah ;

Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat

yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

sebagai pemilik pekedaarl, yallg bertanggung jerwab atas pelaksanaan

pengadaan barang/jasa.

Penggunaan Anggaran adarlah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara;

Kuasa Pengguna Anggaran adatah pejabat yang ditunjuk oleh

Pengguna Anggaran untu.k menggunakan allgglarall LembagalSatuan

Kerja Perangkat Daerah.

Unit layanan Pengadaan selanjutnya disingkzrt ULP adalah satuan

unit yang terdiri dari pe6lawai-pegawai yang telah memiliki sertifrkat

keahlian pengadaan barangljasa pemerintahan, yang dibentuk oleh

Pengguna Anggaran l/ang bertugas secara khusus untuk

melaksanakan pemilihan penyedia barang,/jasa di lingkungan

Kabupaten Katingan

Panitia Pengadaan adalah tim yang diar:.gkat oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Penggurra Anggaran untuk melaksanakan pemilihan

penyedia barang/jasa;

Pejabat Pengadaaan adalah Pejabat yang diaungkat oleh Penggunet

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran u.rntuk melaksanakan

pemilihan / penunjukan pe nyedia barang/j asa;

Penyedia barang/jasa adr,:Llah badan usaha ataiu orang perseorangan

yang memenuhi syarat-s,;yarat pendirian badarn usaha atau orang

perseorangan yang kegiatan usahanya menyedi.rakan barang/jasa dan

telah terdaftar dalam sister,m e-hocurement pada pusat-pusat layanan;

16. Pengguna adalah semrLla pihak yang Inenggunakan sistem

e-Proa"rement.

t1ser ID adalah nama ata.u pengenal unik seba;rgai identitas diri dari

Pengguna yang digunanran untuk beroperarsi di dalam sistem

e-hoatrement.

Passutord adalah kumpulcrn karakter atau string yarrg digunakan oleh

pengguna untuk memveriliikasi User ID kepada sistem e-hoanrem.ent.

Helpdesk adalah sebagai media Penyedia Info,.rmasi dan Konsultasi

yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan /ULP dan Penyedia

Barang/Jasa yang berkait,an dengan sistem E-P'oanrement.

9.

10.

11.

L2.

13.

14.

15.

L7.

18.

19.



Ellagian Kedua
Mahrud dan TuJuan

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturr,rr Bupati ini adalah sebagai dasar untuk
penerapan sistem e-hocttrefinarltdi wilayah Kabupalen Katingan'

(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan

efisiensi, efektifitas, transpa.:ransi, persaingan sehat, dan akuntabilitas
dalam pelaksanaarr pengadan,ln barang/j asa pemeri.ntahan.

B,aglan Ketiga
Rrnang LtngkuP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupreti ini adalah e-Proatrement di linglnrngan

Pemerintahan Kabupaten Katingie.n.

BAB II

Pasal 4

(1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan e-hoanrement wajib
mentaati peraturan etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Dalam melaksanakan e-Procurement, semua pihak wajib :

a. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang

terdiri dari User.Ddan Password;
b. Menjaga kerahasiaan dr;m mencegah penyalahgunaan data dan

informasi elektronik yang ljdak bisa diperuntukkan bagi umum.

j (3) Semua Pihak dilarang :

a. Menggangu dan/atau merusak sistem e-Proanrernent;

b. Mencuri Informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang
dalam sistem e-Proanremertt,



BAB III
PARA PIHAK DALI\M PELAKSAN'0r'AI{

F-I'.ROCVRf,MElfl'f

Pasal 5

(1) Para pelaku yang terlibat daliam e-Proetrement' tercliri dari :

a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

b. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana l.r'egiatan (PPK );
c. UlP/Panitia Pengadaan/Ftejabat Pengadaan;

d. Penyedia Barang/Jasa; dem

e. LPSE
(2lpef:a pihak pada ayat (1) butir a, b, c adal.,ah para pihak yang

sebagaimala diatur dalam peraturan perundarlg-undangan tentang

pengadaan barang I jasa, p€rrl€:rintah.

Pasd 6
Tugas, dan fungsi LPSE

(1) LpSE bertugas mengelola sistem e-hoqfiement di ,tingkungan Kabupaten

Katingan dan memPunYai fur:rgsi :

a. penJrusunan program kegiatan pengelola e-Proq.trement di lingkungan
Kabupaten Katingan;

b. pelaksanaan pelatihan /training kepada Panitia/Pejabat
Pengadaan IULP dan Penyt:dia Barang/Jasa untrrk menguasai sistem

e-hoanrement;
c. pelaksana pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan IULP dan

Penyedia Barang/Jasa di nrasing-masing wilayah' kerjanya;
d. sebagai media penyedia i:nformasi dan konsultasi ( helpdesk ) yang

melayani Panitia/ Pej abat lPengadaan/ ULP dan FDaenyedia Barang/ Jasa
yang berkaitan dengan sistem e-Procttrement.

e. sebagai penyedia informarsi dan data yang berkaitan dengan proses

pengadaan bxxrg/jasa yarng telah dilakukan oleh Penggunaan untuk
kepentingan proses audit, monitoring dan evaluasi;

f. pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
h. pelaksanaan tugas-tugas llain yang diberikan oleh Bupati Kabupaten

Katingan sesuai dengan tulgas dan fungsinya.

(2) Ketentuan pada ayat (1) huruf e diperuntukkan bag, kegiatan
pengawasan/audit yang dilrksanakan oleh Instansi yang mempunyai
kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.



Pasal 7
Organisasi LPSE

(1) Organisasi LPSE terdiri dari :r

a. Tim Pembina;
b. Pelaksana Teknis;

(2) Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagli berikut :

a. Memiliki integeritas moral, displin dan tarrggung jawab dalam
melaksanakan tugas;

b. Memahami keselumhan p,ekerjaan yang akan diadakani
c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang me,njadi tugas pengelola

LPSE yang bersangkutan;
d. Memahami prosedur sistetn e-Proanrement.

(3)Tugas dan fungsi organisasi LPSE sebagaimana dinraksud ayat (1), akan

diahrr lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Katinglan.

BAB TV

TATA CARA PELIIIGA}IAAiY P-PROCUII:EMENT

Ilagi,an Pertama
Standar Prosedur Opelasional Siste m E.PR'DCIIREMEIiIT

Pasal 8

(1) Sistem e-hoqtrementdikelola oleh LPSE

(2lTata cara pelaksanaan sistem e-Procurement menrgikuti ketentuan alur
kerja sistem e-Procttrement ser:ruai Keputusan Ketua LKPP.

Bagian Kedua
hlslrt Informasi LPSE

Pasal 9

Semua data dan informasi yang disimpan LPSE :

(1) Di umumkan di website LPSE dan LPSE Pusat;
(2) Selumh informasi sebagaimarrra dimaksud di atas, akan dihubungkan ke

pusat informasi pengadaan l-rarang/jasa nasional yang disupervisi oleh
LKPP.



Baglan ketiga
BlaYrn OPerasional LPSE

Pasal 1O

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengeloleran LPSE dibebankart

kepada Anggaran Pendapatan dain Belanja Daerah Kabupaten Katingan'

Bagtan Ketiga
Pengaduan

Pasal 11

Tatacara pengaduan pelaksanaa:n LPSE diatur sebagai berikut :

(1) Pengaduan dari masyarakat dan atau penyed:ia barang/jasa dapat

dilakukan melalui fasilitas dr,rlam sistem e-Procttrement dan bisa diakses

oleh pihak yang terkait.
(2) LpSE wqjib meneruskan lap,oran pengaduan dari masyarakat dan atau

penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Tim lPembina LPSE terkait.

Pasel 12

LpsE wajib melaporkan kepacrla PA, KPA, dan Pl"P apabila ditemukan

penyimpangan-penyimpallgan eltas pelaksanaan pe:ngadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik derlgan tembusan kepadra Inspektur.

BAB V
I(ETBNTUAIT PERALIHAI{

Pasal 13

(1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka mulaji tahun 2013 seluruh

atau sebagai proses pengadazrn barang / jasa di sernua unit kerja / SKPD

Kabupaten Katingan harus menerapk an e-Pro anrement.

(2)Untuk menjamin implemerrrtasi pelaksanaan e-ProqtremenL masing-

masing pimpinan unit keria /SKPD Kabupaterr Katingan dan/atau
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dr'rpat membuat tahapart

pelaksanaan pengadaan pal.r:,et yang akan menggunakan e-hoatrem.ent

dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga seluruh atau sebagian

pengadaan paket di unit kerja / SKPD Kabupat.en Katingan tersebut
menggunakan e - Pro anrement.

(3) Untuk pelaksanaan pembuafirr tahapan-tahapan s,rebagaimana dimaksud
pada ayat (21 masing-masi:ng pimpinan unit Lrerja / SKPD harus
melakukan koordinasi dengart LPSE.

(a) Dalam melaksanakan fungs,rinya terutama dalarn pengelolaan sistem

e-hocurement, LPSE dapat mL,elakukan koordinasi dan konsultasi dengan
LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajul,(an saran perubahan-
perubahan yang diperlukan tmtuk penyemplf,rnaan prosedur dari sistem

e-Procurement.



(5) Unttrk mempercepat implerrnentasi sistem e-Pro,ntrement LPSE dapat

menjalin kerjasama dengan ]LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur

memadai dengan ikut sirta rdalam pemanfaatan irrfrastruktur LPSE lain

tersebut.

BAB VI
KETT}ITTUAN PEM'TUP

Pasal 14

peraturan Bupati ini mulai berlajku pada tanggal diun<tr'angkan'

Agel- setiap orang mengetahuinyia, memerintahkan pengundangan ini dengan

penempatannyadalamBeritaDcrerahKabupatenKatirrgan

Ditetapkem di Kasongan
pada Langrgal, 2s O\hhx^ 2OL2

BUPIATI I(ATIITGAN,
nV\

DTTWTL RAUII{G

Diundangkan di Kasongan

pada tanggal, ,s gP\s\:a^
"2012
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